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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang mulai melanda tahun
2020 menimbulkan tantangan khusus bagi
masyarakat termiskin dan paling terpinggirkan di
dunia karena banyak di antara mereka yang sangat
bergantung pada hutan untuk mata pencaharian
dan pendapatannya. Bagaimana masyarakat
memanfaatkan hutan sangat bervariasi baik dalam
suatu negara maupun antar negara yang berbeda,
walaupun tetap ada bukti bahwa ketika masyarakat
memiliki hak pemanfaatan hutan, masyarakat
maupun hutan mereka menjadi lebih baik.

Kehutanan masyarakat adalah istilah luas untuk
pendekatan yang memberdayakan masyarakat untuk
mengelola, melindungi, dan mengambil manfaat
dari hutan di sekitarnya. Beberapa penelitian telah
menunjukkan manfaat kehutanan masyarakat dalam
meningkatkan mata pencaharian lokal, membangun
ketahanan masyarakat, dan memungkinkan
pengelolaan hutan lestari. Namun, hanya ada sedikit
penelitian tentang apakah kehutanan masyarakat
dapat bertindak sebagai jaring pengaman sosial

dan ekonomi selama dan setelah bencana atau
krisis. Pandemi COVID-19 telah mendorong kita
mempertanyakan peluang ini.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan
Bangsa-Bangsa (FAO) ingin memahami apakah dan
bagaimana hutan kemasyarakatan berkontribusi
pada ketahanan masyarakat (yang bergantung
pada hutan) selama awal pandemi, dan bagaimana
kemungkinan kontribusi ini dan pendekatan hutan
kemasyarakatan itu sendiri dapat diperkuat. FAO
bermitra dengan RECOFTC untuk melakukan studi

ini di tujuh negara Asia: Kamboja, Indonesia, Laos,
Myanmar, Nepal, Thailand, dan Vietnam.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
bagaimana masyarakat hutan menghadapi COVID-19
dan berbagai pembatasan yang diberlakukan. Secara
khusus, penelitian ini mengkaji betapa pentingnya
skema pengelolaan kehutanan masyarakat dalam
membantu warga mengatasi krisis dan jenis
dukungan apa yang dibutuhkan anggota kehutanan
masyarakat untuk pulih.

Tahap 1 penelitian ini melibatkan survei terhadap
435 orang (sekitar 60 orang di setiap negara). Kira-
kira tiga perempatnya adalah anggota komunitas
kehutanan masyarakat formal dan seperempatnya
bukan'. RECOFTC melakukan survei awal ini saat
pandemi mulai melanda, antara Juli dan Agustus
2020.

Penelitian ini berfokus pada dampak langsung
pandemi dan pembatasan pada kehidupan dan
kegiatan ekonomi masyarakat umum. Fase 2 studi,
yang dilakukan selama Desember 2020 dan Januari
2021, melibatkan diskusi dengan anggota dua
komunitas kehutanan masyarakat di masing-masing
dari tujuh negara. RECOFTC memilih dua komunitas
ini sebagai contoh komunitas perhutanan sosial
yang menunjukkan respon baik terhadap pandemi
(dari temuan Fase 1 atau dari interaksi lain dengan
RECOFTC dan mitra) dan dan komunitas yang
responnya kurang baik (masing-masing satu per
negara untuk perbandingan).
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Survei menegaskan bahwa hutan menyediakan
berbagai kegunaan dan produk bagi masyarakat
lokal di tujuh negara, termasuk bahan bakar,

bahan, makanan, obat-obatan, pendapatan,

rekreasi, dan nilai spiritual. Sementara banyak

orang mengumpulkan hasil hutan untuk digunakan
di rumah dan dijual, sebagian besar (74 persen)
responden survei Fase 1 mengatakan bahwa menjual
produk pertanian adalah sumber pendapatan utama
mereka.

Dampak negatif dari pembatasan terkait pandemi
pada mata pencaharian dan ketahanan pangan
tersebar luas di semua kelompok. Delapan puluh
persen responden dalam survei Tahap 1 mengatakan
mereka terkena dampak itu. Pembatasan perjalanan,
larangan ekspor, dan penutupan pasar mengurangi
pendapatan; sementara biaya makanan impor
meningkat, yang semuanya memberi tekanan pada
anggaran rumah tangga.

Sejumlah besar migran yang bekerja di daerah
perkotaan kehilangan pekerjaan dan kembali ke
desa asal mereka, beban ekonomi yang dihadapi
masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi
lebih berat. Di Kamboja dan Myanmar, satu dari
lima responden dalam survei Tahap 1 melaporkan
peningkatan kegiatan ilegal sebagai hal yang paling
memprihatinkan, dilakukan seringkali oleh anggota
masyarakat.

Pembatasan terkait pandemi telah mempengaruhi
perempuan dan laki-laki secara berbeda. Di Thailand
dan Indonesia, responden survei perempuan

lebih cenderung mengatakan bahwa mereka telah
mengalami dampak negatif pembatasan terhadap
mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka
dibandingkan laki-laki. Di semua negara, lebih
banyak perempuan daripada laki-laki yang dilaporkan
memiliki beban kerja yang lebih besar karena sekolah
di rumah dan perawatan kesehatan keluarga.
Responden melaporkan adanya peningkatan insiden
kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di
Vietham (pada 13 persen responden).

Studi tersebut menunjukkan bahwa perhutanan
sosial telah meningkatkan ketahanan masyarakat
melalui beberapa cara. Meskipun pembatasan
perjalanan mencegah orang mengakses pasar dan
menjual hasil hutan, pembatasan itu tidak mencegah
sebagian besar orang mengakses dan memanen
hutan untuk keperluan subsisten. Di tujuh negara,
responden melaporkan bahwa komite perhutanan
sosial membantu mereka melindungi hutan dari

penebangan liar, perburuan, atau perambahan
selama pembatasan.

Diskusi Fase 2 mengungkapkan berbagai cara di
mana perhutanan sosial dapat memperkuat aset
mata pencaharian dan cara-cara di mana aset ini
berkontribusi pada ketahanan masyarakat setelah
awal pandemi:

Aset manusia: Kelompok kerja perhutanan

sosial menerapkan keterampilan komunikasi,
koordinasi, dan kepemimpinan untuk mengakses
dan mendistribusikan informasi, pasokan masker,
pembersih tangan, dan untuk memobilisasi personel
dalam menegakkan pembatasan kesehatan dan
perjalanan, serta melindungi hutan. Anggota
masyarakat telah menerapkan pengetahuan yang
diperoleh melalui pengalaman atau pelatihan
untuk menyediakan makanan dan pendapatan bagi
keluarga mereka.

Aset sosial: Kohesi komunitas diterjemahkan ke
dalam tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap saran
kesehatan masyarakat. Hubungan eksternal yang
baik menghasilkan dukungan finansial dan material
dari lembaga swadaya masyarakat serta institusi
pemerintah. Jaringan perdagangan memungkinkan
beberapa kelompok masyarakat untuk terus menjual
hasil produksi hutan mereka.

Aset alam: Hutan menyediakan hasil hutan non-kayu
(sebagai hasil utama) dan kayu (pada tingkat lebih
rendah) yang dapat digunakan masyarakat secara
subsisten atau untuk menghasilkan pendapatan.
Dalam banyak kasus, anggota masyarakat
berpenghasilan terendahlah yang paling bergantung
pada sumber daya ini.

Aset keuangan: Tabungan membantu keluarga
menghadapi guncangan awal pandemi. Studi ini
memperkirakan bahwa lebih dari 3 juta anggota
kelompok kehutanan masyarakat di seluruh negara
bagian Mekong bagian bawah yang tercakup dalam
studi ini sangat bergantung pada tabungan yang
dihasilkan dengan menjual produk dan layanan
komunitas hutan untuk mengatasi tantangan selama
periode pembatasan. Dana kehutanan masyarakat
juga mendukung pengelolaan dan patroli hutan
yang sedang berlangsung. Skema kredit bergulir
memberikan kredit berbunga rendah kepada orang-
orang yang sangat membutuhkan uang tunai dalam
waktu singkat.
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Aset fisik: Di beberapa desa, keluarga
berpenghasilan rendah dapat menggunakan kayu
untuk membuat bangunan. Di salah satu kelompok
masyarakat, sebuah bangunan yang terbuat dari kayu
sumbangan kelompok masyarakat hutan menjadi
ajang berbagi informasi Covid-19.

Studi ini juga mengkaji faktor-faktor yang
memungkinkan kehutanan masyarakat menghasilkan
atau memperoleh aset-aset tersebut. Disimpulkan
bahwa upaya penerapan faktor-faktor pendukung
berikut ini akan memperkuat kehutanan masyarakat
dan kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan
dan kapasitas adaptif anggota masyarakat:

= tenurial jangka panjang yang kuat dan aman
= kawasan hutan yang luas dan berkualitas tinggi
= restorasi hutan yang terdegradasi secara efektif

= hak untuk menjual hasil hutan bukan kayu dan
kayu

= akses ke pasar

= dana kehutanan masyarakat dengan rekening
bank dan aturan

= skema kredit bergulir dengan modal yang
memadai untuk mendukung anggota masyarakat
dalam krisis

= jaringan yang menghubungkan kelompok-
kelompok kehutanan masyarakat satu sama
lain untuk berbagi informasi, pengalaman, dan
dukungan
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= hubungan yang kuat dengan mitra eksternal,
termasuk di sektor swasta

= beragam pilihan mata pencaharian, termasuk
kemampuan untuk menambah nilai produk hutan

= program pelatihan untuk membangun kapasitas
mata pencaharian berkelanjutan dan pengelolaan
hutan

= kepemimpinan yang efektif dan pengambilan
keputusan partisipatif

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun perhutanan
sosial dapat menyediakan jaring pengaman yang
penting selama krisis, potensinya untuk dilakukan
secara universal tidak optimal karena berbagai
faktor eksternal dan internal yang saling terkait.
Ada kesenjangan tertentu terkait dengan kesadaran
gender, manajemen keuangan, dan respon
bencana secara umum. Temuan ini menekankan
pentingnya perluasan kehutanan masyarakat

dan juga peningkatan program pengembangan
kapasitas untuk kelompok hutan sehingga mereka
dapat mengumpulkan dan mengelola lebih banyak
dana, mengenali dan mengatasi kesenjangan sosial,
serta menemukan cara untuk membantu anggota
kelompoknya dalam mengatasi tantangan Covid-19
dan setiap bencana di masa depan yang mungkin
menyerang negara mereka yang rentan secara iklim
dan keuangan.
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Temuan dari Indonesia

Konteks Perhutanan Sosial

Indonesia memiliki lima skema perhutanan sosial
yang ditetapkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Lima
skema ini adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan,
hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan
kehutanan. Semua mengizinkan ekowisata,
penggunaan jasa lingkungan, dan ekstraksi hasil
hutan bukan kayu. Semua kelompok pengguna
perhutanan sosial diharuskan memiliki rekening
bank, dan meskipun mereka saling berbagi manfaat,
mereka tidak diharuskan untuk membuat mekanisme
khusus untuk pembagian manfaat. Pengambilan kayu
hanya dapat dilakukan apabila hutan tersebut sudah
menjadi hutan produksi; tidak diperbolehkan di hutan
lindung atau hutan alam. Hutan desa, hutan tanaman
rakyat, dan hutan kemasyarakatan mendapatkan

hak tenurial selama 35 tahun. Lamanya penguasaan
hutan adat belum ditentukan, sedangkan untuk
kemitraan kehutanan tergantung pada kesepakatan
antara pihak-pihak yang terlibat. Hutan desa
mensyaratkan pemegang izin adalah lembaga
pengelola yang dibentuk melalui peraturan desa.

Izin pengelolaan dapat berupa izin pemanfaatan
kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, atau izin
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin biasa.

Untuk hutan kemasyarakatan, izin penggunaan
berasal dari otoritas tingkat tinggi. Untuk hutan

desa dan hutan kemasyarakatan, pengguna hutan
diharuskan membentuk kelompok tani atau koperasi
yang dipimpin desa yang dapat memanfaatkan dan
memperoleh pendapatan atau mata pencaharian
dari hutan secara berkelanjutan. Sekali lagi, aturan

di sekitar hutan adat masih belum jelas tetapi
mengharuskan pengguna untuk memberikan bukti
penggunaan historis jangka panjang. Terakhir,
kemitraan kehutanan melibatkan kerjasama
pemanfaatan kawasan hutan antara masyarakat
dengan pengelola hutan, unit pengelolaan hutan,
atau pemegang konsesi hutan. Masyarakat
membentuk kelompok tani dan komoditas tanaman.
Kesepakatan antara masyarakat dengan kesatuan
pengelolaan hutan atau perusahaan pemegang izin
menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
dan pemanfaatan komoditas tersebut. Sementara
sebagian besar program kehutanan masyarakat
Indonesia memiliki tujuan inklusi sosial, pengambilan
keputusan partisipatif, dan penggunaan sumber
daya secara adil, sehingga mereka umumnya tidak
memiliki badan pengatur yang menyediakan jenis
kesejahteraan sosial atau perlindungan sosial lainnya.
Setidaknya ada delapan jenis “masyarakat lestari” dan
praktik kehutanan terkait lainnya yang tidak diakui
secara formal oleh Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial sebagai kehutanan masyarakat.

Target terakhir Indonesia adalah meresmikan hak
pengelolaan masyarakat hingga 10 persen dari
kawasan hutannya (atau 12,7 juta hektar) pada
2019. Pada Desember 2020, model perhutanan
sosial mencakup lebih dari 4,4 juta hektar hutan dan
melibatkan 895.769 rumah tanggaZ.

Temuan Fase 1

Hanya 48 persen anggota perhutanan sosial pada
survei pertama di Indonesia yang melaporkan pernah
mengalami dampak negatif dari krisis COVID-19.
Walaupun porsi ini besar, angka ini lebih kecil dari
apa yang dilaporkan di salah satu negara lain yang
tercakup dalam penelitian ini. Sistem perhutanan
sosial ini unik karena ada banyak modalitas,
masing-masing disesuaikan dengan jenis hutan
yang berbeda dan kebutuhan masyarakat, serta
pemerintah setempat. Sebagian besar berfokus pada
mata pencaharian dan pendapatan, sehingga untuk
mendirikan hutan rakyat juga harus ada komitmen
untuk mendirikan perusahaan atau koperasi yang
berkelanjutan dan menguntungkan. Fokus untuk
memperoleh mata pencaharian berkelanjutan

dari hutan mungkin telah membantu masyarakat
menghadapi guncangan finansial awal saat
pandemi. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan dan Kementerian Lingkungan
Hidup

Kehutanan membutuhkan dukungan finansial dan
teknis tujuan perhutanan sosial supaya tercapai
lebih cepat sehingga masyarakat terbantu dalam
mengembangkan usaha kehutanan berbasis
masyarakat yang membuat mereka lebih kuat dalam
menghadapi bencana.

Responden survei melaporkan jumlah penggunaan
hutan terbesar di antara negara-negara yang
tercakup dalam penelitian ini. Mereka mengutip
rata-rata 9,4 penggunaan sebagai “penting”.
Sebaliknya, responden di Nepal melaporkan rata-
rata 3,3 kegunaan penting. Pemanfaatan hutan di
Indonesia tinggi dalam beberapa kategori: wanatani
(pada 95,4 persen responden); mengumpulkan air
(95,4 persen); mengumpulkan bahan bangunan
untuk digunakan atau dijual di rumah (83,1 persen);
pakan ternak, alas tidur atau lahan penggembalaan
ternak (78,5 persen); dan mengumpulkan bahan
kerajinan untuk digunakan di rumah atau dijual (78,5
persen). Manfaat hutan yang sangat beragam ini
kemungkinan berkontribusi pada relatif sedikitnya
dampak pembatasan yang dirasakan oleh responden.

Anggota perhutanan sosial di Indonesia mencatat
perlunya alat-alat mesin untuk meningkatkan
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kegiatan mata pencaharian sebagai salah satu

dari lima bentuk bantuan yang paling dibutuhkan
dalam pemulihan dari pandemi. Tidak ada negara
lain yang melaporkan ini sebagai kebutuhan

utama. Hal ini sekali lagi mencerminkan fokus
kelompok pengguna hutan rakyat di Indonesia
adalah pada pengembangan usaha. Kelompok
pengguna perhutanan sosial yang bekerja sama
dengan RECOFTC di negara ini memproduksi kopi,
madu, buah-buahan, dan banyak lagi, tetapi bahkan
di masa lalu, kelompok pengguna telah sering
meminta mesin. Dukungan untuk perhutanan
sosial harus fokus pada hibah kecil dan program
pelatihan teknis yang dapat membantu kelompok
pengguna kehutanan masyarakat mengembangkan
dan memperluas kegiatan mata pencaharian
berkelanjutan mereka lebih jauh dan dapat
membantu mereka menjaga rantai pasokan tetap
bersifat lokal, membuat mereka tangguh saat krisis
nasional.

Hanya 17 persen anggota hutan rakyat dalam
penelitian ini yang menjawab bahwa mereka telah
menerima bantuan dari komite hutan rakyat mereka.
Hal ini sangat menunjukkan bahwa meskipun

ada kerja positif dalam pengembangan usaha di
kelompok pengguna hutan kemasyarakatan di negara
tersebut, komite pengelolaan hutan kemasyarakatan
tidak dibentuk untuk membantu anggotanya
menanggapi krisis. Bantuan donor di Indonesia juga
harus fokus pada pengembangan kapasitas untuk
tata kelola dan ketahanan bencana dan respon dalam
komite hutan kemasyarakatan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain, komite
perhutanan sosial di Indonesia paling kecil
kemungkinannya untuk memberikan dukungan
kepada anggotanya (22 persen, dibandingkan dengan
100 persen di Vietnam) atau menerima dukungan dari
luar (16 persen, dibandingkan dengan 98 persen di
Kamboja). Seperlima dari responden survei terpaksa
menggunakan tabungan untuk mengatasi selama
pembatasan. Indonesia adalah satu-satunya negara
di mana penggunaan tabungan tidak termasuk dalam
tiga besar mekanisme penanggulangan yang paling
umum digunakan.

Temuan Fase 2 tentang Perhutanan
Sosial dan Aset Mata Pencaharian

Dua kehutanan masyarakat yang disurvei pada Tahap
2 penelitian ini adalah Lembaga Masyarakat Hutan
Desa Tambagguruyung dan Lembaga Masyarakat
Hutan Desa Sasaka Patengan berlokasi di Kabupaten
Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat. Pada saat
survei Tahap 2, aset mata pencaharian yang terkait
dengan perhutanan sosial telah berkontribusi selama
periode pandemi dengan cara berikut.

= Aset sosial: Ketua Lembaga Masyarakat Hutan
Desa Tambagguruyung memberikan bibit
buah kepada beberapa anggota dan berusaha
mendapatkan dukungan eksternal melalui jejaring
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dengan perusahaan lokal. Saat ini sudah terjalin
hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan
Perum Perhutani.

= Aset alam: Di desa Sasaka Patengan, yang
mata pencaharian utamanya sebelum pandemi
adalah pariwisata, penduduk desa menggunakan
hutan untuk beralih ke produksi kopi. Desa
Tambagguruyung juga tetap memproduksi biji kopi
pascapandemi, meski harga sempat tertekan.

= Aset fisik: Hutan Desa Sasaka Patengan menerima
mesin pengolah biji kopi dari Direktorat Bina
Usaha Kehutanan Sosial dan Hutan Adat. Ketika
pandemi merampas sumber pendapatan utama
desa (pariwisata), penduduk desa meningkatkan
produksi kopi.

Dua komunitas kehutanan masyarakat Indonesia
yang disurvei pada Fase 2 tidak memiliki aset
manusia atau keuangan yang memadai untuk
berkontribusi pada ketahanan masyarakat lokal
setelah pandemi melanda. Hanya dua kelompok
ini dari 14 yang disurvei di tujuh negara yang
tidak memiliki mekanisme keuangan. Keduanya
sangat membutuhkan dukungan finansial

untuk mempertahankan mata pencaharian dan
penghidupannya.

Desa Tambagguruyung juga membutuhkan
dukungan untuk mendiversifikasi produk wanatani
dari ketergantungan pada kopi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan masukan dan dukungan teknis yang

lebih besar, perhutanan sosial di Indonesia dapat
meningkatkan produksi pangan lokal. Hal ini akan
membantu kemandirian masyarakat, terutama
rumah tangga miskin, untuk memproduksi makanan
mereka sendiri selama krisis seperti pandemi.
Dengan mendiversifikasi tanaman yang dihasilkan
melalui wanatani, perhutanan sosial telah membantu
anggota masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan
sumber pendapatan karena Covid-19. Akan tetapi,
koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan
pelaku sektor swasta sangatlah diperlukan untuk
meringankan beban anggota masyarakat, termasuk
melalui aksi kolektif yang lebih kuat. Pada akhirnya,
perhutanan sosial akan mengurangi lebarnya
kesenjangan antara mereka yang memiliki dan tidak
memiliki sumber daya dalam masyarakat melalui
penyediaan kapasitas dan akses keuangan kepada
kelompok yang memerlukan.

Intervensi strategis berikut dapat mendukung
perhutanan sosial untuk memulihkan kondisi
masyarakat yang paling terkena dampak pandemi di
Indonesia:

= Mengembangkan dan mempromosikan inklusi
keuangan untuk usaha kehutanan skala kecil.
Pendapatan berbasis hutan pada kelompok usaha
perhutanan sosial dari kedua komunitas yang
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disurvei selama Fase 2 telah menurun secara
dramatis karena pandemi akibat penurunan harga
komoditas dan hilangnya akses pasar. Kelompok-
kelompok kecil ini juga tidak mampu memberikan
bantuan keuangan kepada anggotanya selama
krisis berlangsung, juga tidak menerima dukungan
dari luar (hanya 22 persen komite pengelolaan
hutan rakyat di Indonesia yang disurvei selama
Fase 1 memberikan dukungan kepada anggota
hutan rakyat, dan hanya 16 persen melaporkan
menerima bantuan dari luar). Untuk mendorong
pemulihan hijau (green recovery) di pedesaan,
Pemerintah harus bekerja sama dengan mitra
pembangunan untuk mengembangkan paket
stimulus dalam merevitalisasi kelompok usaha
perhutanan sosial yang terkena dampak
pembatasan Covid-19. Paket tersebut harus fokus
pada perluasan akses pengguna hutan ke layanan
keuangan dengan target pada mereka yang paling
membutuhkan dan melampaui langkah-langkah
jaminan sosial serta bantuan tunai langsung
untuk memasukkan insentif keuangan, seperti
pembebasan pajak untuk perusahaan desa,
pembebasan biaya bunga untuk pengembalian
pinjaman, dan keterlambatan pembayaran. Ini
akan membantu masyarakat pedesaan yang
paling terdampak dalam mengatasi utang yang
timbul akibat pandemi dan menyediakan sumber
daya yang dibutuhkan untuk pemulihan usaha
kehutanan skala kecil.

Mendorong kelembagaan perhutanan sosial
yang adil dan akuntabel. Hanya 17 persen
anggota hutan kemasyarakatan Indonesia selama
survei Tahap 1 yang melaporkan menerima
bantuan dari komite perhutanan sosial. Kelompok
usaha perhutanan sosial dari kedua komunitas
yang disurvei selama Fase 2 tidak memiliki aturan
untuk tata kelola internal; satu tidak memiliki
perempuan dalam posisi kepemimpinan kelompok
dan ditandai dengan konflik karena kurangnya
kepercayaan antara pemimpin kelompok dan
anggota. Hal ini menunjukkan lemahnya struktur
tata kelola komite pengelolaan hutan karena tidak
memiliki kemampuan memadai untuk membantu
anggotanya mengatasi krisis. Oleh karena

itu, mitra pembangunan harus memperkuat
instrumen hukum yang ada dan mengembangkan
pedoman untuk meningkatkan inklusi sosial
dalam pembentukan dan fungsi kelembagaan
perhutanan sosial.

Meningkatkan praktik pengelolaan hutan
melalui penerapan sistem wanatani demi
peningkatan potensi sumber daya hutan
sehingga memberi manfaat finansial dan
ketahanan pangan bagi masyarakat lokal.
Ketahanan pangan telah menjadi masalah
dalam pandemi karena kurangnya akses pasar
dan hilangnya pendapatan. Hampir semua
responden Indonesia dalam survei Tahap 1 (95
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persen) menyatakan pentingnya wanatani sebagai
pemanfaatan sumber daya hutan. Kebijakan
pemerintah saat ini mengarahkan masyarakat
untuk berinvestasi dalam produk wanatani

untuk ekspor, seperti kopi, karet, dan kakao.
Namun harga komoditas tersebut turun akibat
pandemi (harga biji kopi untuk kedua desa pada
survei kedua turun dari Rp.11.000,- per kilogram
sebelum pandemi menjadi Rp.3.000,-
-Rp.4.000,-), mengakibatkan banyak petani

harus bertahan hidup tanpa jaring pengaman.
Mempromosikan strategi diversifikasi produksi
wanatani untuk memastikan produksi makanan
pokok dan produk buah-buahan akan membantu
kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan selama
masa krisis. Mitra pembangunan harus bekerja
dengan kelompok perhutanan sosial dan semua
pemangku kepentingan untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam sistem wanatani demi
ketahanan pangan dan perbaikan pendapatan.
Inisiatif peningkatan kapasitas berbasis
masyarakat harus terintegrasi dengan kebijakan
lokal/tradisional dan pengetahuan ilmiah yang
relevan.

Memperkuat pemantauan ketahanan pangan
dan mata pencaharian. Hal ini diperlukan untuk
memberikan informasi terkini tentang dampak
tanggapan Covid-19 terhadap komunitas hutan
yang berisiko. Mengembangkan sistem seperti
itu membutuhkan kolaborasi semua instansi
pemerintah, pakar teknis, produsen pangan,
pemasar, dan pelaku pasar pangan lainnya
untuk berbagi data, informasi, dan analisis guna
mengembangkan pemahaman yang lebih kuat
tentang berbagai dampak pandemi terhadap
mata pencaharian masyarakat hutan. Sistem
harus terhubung dan membantu meningkatkan
platform GoKUPS Pemerintah® misalnya, dengan
menambahkan indeks kerentanan untuk
membantu mengidentifikasi rumah tangga untuk
paket stimulus.
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Catatan Akhir

1. Non-anggota yang disurvei adalah masyarakat lokal yang tinggal di lanskap yang berdekatan yang juga bergantung pada hutan,
tetapi bukan bagian dari komunitas formal perhutanan sosial.

2. Data tidak dipublikasikan yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

3. Database pemerintah tentang usaha perhutanan sosial harus menyediakan informasi, seperti lokasi dan jenis usaha, tingkat
kapasitas kewirausahaan, jumlah fasilitator dan penyuluh di lokasi, serta jenis produk. Platform ini terutama digunakan oleh
Pemerintah untuk memberikan intervensi pengembangan kapasitas teknis bagi masyarakat yang berfokus pada kewirausahaan.
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At RECOFTC, we believe in a future where
people live equitably and sustainably in and
beside healthy, resilient forests. We take a
long-term, landscape-based and inclusive
approach to supporting local communities
to secure their land and resource rights,
stop deforestation, find alternative
livelihoods and foster gender equity. We
are the only non-profit organization of our
kind in Asia and the Pacific. We have more
than 30 years of experience working with
people and forests, and have built trusting
relationships with partners at all levels. Our
influence and partnerships extend from
multilateral institutions to governments,
private sector and local communities. Our
innovations, knowledge and initiatives
enable countries to foster good forest
governance, mitigate and adapt to climate
change, and achieve the Sustainable
Development Goals of the United Nations
2030 Agenda.
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